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Rencana penerbitan Peraturan Presiden oleh Presiden Jokowi mengenai anti perundungan atau kekerasan atau bullying di sekolah patut disambut dengan baik mengingat angka terjadinya perundungan/kekerasan/bullying di sekolah semakin meningkat. Peraturan sekolah tentang anti perundungan/kekerasan/bullying yang jelas dan dipahami oleh guru dan siswa adalah salah satu kunci utama untuk mencegah dan mengurangi angka perundungan/kekerasan/bullying di sekolah. Akan tetapi, kebanyakan peraturan yang dibuat oleh sekolah adalah tata tertib bagi siswa yang sangat bersifat umum. Hasil penelitian terhadap 70 siswa dan 5 guru dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif di sepuluh (10) Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang baru-baru ini memperkuat hal tersebut – tata tertib sekolah yang ada sangat bersifat umum dan tidak mengatur unsur-unsur tindak perundungan/kekerasan/bullying, baik yang bersifat verbal, phisik, seksual, media sosial (cyber) dan sosial/relasional.

Kata kunci: Tata-tertib, sekolah, anti perundungan

Pendahuluan 
   Rencana penerbitan Peraturan Presiden oleh Presiden Jokowi mengenai anti perundungan atau kekerasan atau bullying di sekolah patut disambut dengan baik mengingat angka terjadinya perundungan/kekerasan/bullying di sekolah semakin meningkat. Data dari KPAI menunjukkan bahwa kekerasan anak di sekolah meningkat 4% dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebanyak 461 kasus menjadi 478. Selanjutnya, anak sekolah yang menjadi pelaku perundungan juga meningkat 39% di tahun 2015. Hal ini merupakan kenyataan yang menyedihkan karena pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat ternyata tidak mampu mencegah berulangnya kasus perundungan/kekerasan/bullying di sekolah mengingat tindakan-tindakan yang demikian merupakan pelanggaran hak asasi anak yang telah dilindungi oleh UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui melalui UU nomor 35 tahun 2014
Menteri pendidikan dan kebudayaan telah mengeluarkan peraturan menteri tentang anti bullying dalam kegiatan masa orientasi siswa baru melalui Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 dan Surat Edaran Nomor 59389/MPK/PD/2015 telah memberikan peringatan bahwa masa orientasi peserta didik (MPOD) atau siswa baru bertujuan untuk mengenalkan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri peserta didik, dan kepramukaan sebagai pembinaan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan kegiatan masa orientasi tersebut harus bersifat edukatif dan kreatif, dan tidak mengarah kepada kegiatan yang bersifat destruktif yang merugikan siswa baru baik secara fisik maupun psikologis. 
            Dengan Permendikbud tersebut, maka pemerintah telah memberikan kebebasan kepada setiap sekolah untuk mengadakan kegiatan MPOD sepanjang kegiatan tersebut tidak mengarah atau mengandung tindakan kekerasan, pelecehan dan/atau tindakan destruktif lainnya yang merugikan peserta didik baru baik secara fisik maupun psikologis baik di dalam maupun di luar sekolah. Akan tetapi dalam pelaksanaanya masih sering terjadi bentuk-bentuk perundungan/kekerasan/bullying dalam kegiatan masa orientasi peserta didik tersebut. Kekerasan dalam kegiatan MOS/MOPD tersebut yang pada akhirnya memicu terjadinya perundungan/kekerasan/bullying yang berkelanjutan di suatu sekolah.
Hal yang perlu ditindaklanjuti dari dikeluarkannya Peraturan Presiden adalah petunjuk pelaksanaannya agar pihak pemerintah pusat dan daerah, khususnya dinas pendidikan di setiap daerah harus mampu melaksanakannya. Untuk itu dibutuhkan suatu perangkat tata tertib sekolah tentang anti perundungan/kekerasan/bullying dan upaya penyelesaiannya. Apabila tidak ada peraturan tata tertib sekolah yang konkrit yang diketahui oleh pihak siswa, orangtua dan sekolah maka pihak sekolah sebagai pelaksana harian akan mengalami kesulitan karena belum ada pedoman konkritnya.
Meskipun belum disepakati akan menggunakan kata perundungan atau kekerasan atau bullying, artikel ini menggunakan perundungan/kekerasan/bullying sebagai suatu kesatuan karena mengacu pada definisi bullying yang diberikan oleh Ken Rigby (2002) “Bullying has been defined in general terms as the systematic abuse of power. It presupposes an imbalance of power in which the perpetrator(s) repeatedly engage in aggressive behaviour intended to hurt or threaten a targeted person or persons. The behaviour may be overt, as in face-to-face physical assaults and verbal abuse, or covert, as in deliberate and sustained exclusion,rumour-spreading and the use of cyber technology to upset someone”. 
Jadi, berdasarkan definisi tersebut terdapat unsur kekerasan karena tindakannya tidak hanya bersifat phisik tetapi juga meliputi bentuk kekerasan non-phisik lainnya; kemudian, mengandung unsur perundungan karena bertujuan menyakiti atau membuat orang lain bersedih, dan mengandung unsur bullying yang disebabkan adanya ketidakseimbangan kekuatan dan kekuasaan

Hak Berpendapat Anak di dalam Pembuatan Tata-Tertib Sekolah 
Peraturan sekolah tentang anti perundungan/kekerasan/bullying yang jelas dan dipahami oleh guru dan siswa adalah salah satu kunci utama untuk mencegah dan mengurangi angka perundungan/kekerasan/bullying di sekolah. Akan tetapi, kebanyakan peraturan yang dibuat oleh sekolah adalah tata tertib bagi siswa yang sangat bersifat umum. Hasil penelitian terhadap 70 siswa dan 5 guru dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif di sepuluh (10) Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang baru-baru ini memperkuat hal tersebut – tata tertib sekolah yang ada sangat bersifat umum dan tidak mengatur unsur-unsur tindak perundungan/kekerasan/bullying, baik yang bersifat verbal, phisik, seksual, media sosial (cyber) dan sosial/relasional (Rika Saraswati dan V.Hadiyono, 2015). Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa perundungan/kekerasan/bullying yang terjadi ternyata telah dilakukan oleh guru terhadap siswa, dan juga oleh siswa terhadap sesama siswa dalam kurun 6 bulan hingga 2 tahun sebelum penelitian ini dilakukan.

Tabel 1. Pengalaman Siswa dan Guru Melihat siswa/siswi Dibully
No	Nama Sekolah	Pengalaman Siswa dan Guru Melihat Siswa-siswi dibully
		Siswa	 Guru
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
12345678910	SMA N *SMA N**SMA SdSSMA KrYSMA TUmSMA StLSMA PDBSMA KrTSMA InISMA Ns	50636564605661536968	18357957712	3-54354433	1-01201122
Sumber: Rika Saraswati dan V. Hadiyono, 2015
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian siswa dan guru yang menjadi responden penelitian mengakui telah merundung/membully siswa-siswa. Para guru yang mengakui telah merundung/membully siswanya tidak bersedia memberikan alasannya. 

 Tabel 2. Siswa dan Guru Responden Pernah Membully
No	Nama Sekolah	Responden Siswa dan Guru Pernah Membully
		Siswa	 Guru
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
12345678910	SMA N *SMA N**SMA SdSSMA KrYSMA TUmSMA StLSMA PDBSMA KrTSMA InISMA Ns	25303430123620284336	43333442552642322634	0-00200110	4-54455445
Sumber: Rika Saraswati dan V. Hadiyono, 2015
Alasan siswa merundung siswa lain didominasi ‘bercanda’, ‘asik atau lucu’, dan ‘untuk hiburan’. Oleh karena itu, pihak sekolah melalui guru bimbingan konseling perlu memberi pemahaman bahwa apapun alasannya perundungan merupakan tindakan yang tidak pantas karena tidak menghargai orang lain sebagaimana adanya. Sangat menyedihkan jika siswa yang terpelajar tidak memiliki perasaan karena bersuka cita di atas ketidaknyamanan atau penderitaan orang lain, dalam hal ini si korban. Si pelaku sangat egois karena hanya memikirkan kesenangannya dan tidak memikirkan dampak (psikologis) yang diderita korban, di mana dampak ini sering kali tidak tersembuhkan dan bahkan dalam kasus tertentu menjadi penyebab bunuh diri. Pihak sekolah harus memiliki ketentuan atau peraturan yang melarang perundungan dan menanamkan pendidikan anti perundungan/kekerasan/bullying beserta nilai-nilai hak asasi manusia kepada siswanya. 
Para siswa memberikan alasan lain melakukan perundungan, yaitu ‘tidak ada kerjaan’. Alasan ini menunjukkan bahwa siswa tidak mampu mengelola waktu luang yang ada untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positip.  Alasan tidak ada kerjaan juga menunjukkan bahwa pihak sekolah atau guru belum memberikan pendampingan dan pengarahan yang cukup kepada siswanya supaya memilih dan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. 
Alasan yang dikemukakan siswa bahwa ‘orang tersebut membully duluan’ dan ‘membalas’ menunjukkan bahwa ada unsur balas dendam dari siswa yang pernah dibully. Tindakan membalas dendam sebenarnya tidak perlu terjadi apabila ada mekanisme yang jelas di dalam sekolah tentang penanganan perundungan/kekerasan/bullying. Misalnya dengan penyelesaian secara musyawarah sehingga pelaku memiliki kesadaran bahwa tindakannya telah merugikan orang lain. Peran guru dan orangtua sangat besar agar balas dendam tidak terjadi karena siswa tidak mengetahui bagaimana menghadapi dan menyelesaikan persoalan jika mengalami perundungan/kekerasan/bullying. Begitu pula dengan korban karena merasa terlindungi maka yang bersangkutan tidak akan melakukan pembalasan karena kasus ditangani dengan baik oleh pihak sekolah. 
Pihak sekolah harus menyadari bahwa tindakan balas-membalas menyebabkan tidak akan pernah terjadi rekonsiliasi dan resolusi di antara kedua siswa. Situasi dan kondisi demikian sewaktu-waktu, cepat atau lambat, bisa meledak dan perundungan/kekerasan/bullying akan terjadi dalam tingkat yang lebih parah dan akan mengambil korban. Korbannya tidak hanya terbatas pada kedua siswa yang memiliki dendam satu sama lain tersebut tetapi juga bisa melibatkan siswa yang lain dan juga pihak sekolah. Oleh karena itu, perlu ditekankan lagi tentang pentingnya pihak sekolah harus memiliki mekanisme yang jelas mengenai penanganan perundungan/kekerasan/bullying. Salah satu cara membangun mekanisme tersebut adalah dengan membentuk tata tertib sekolah anti perundungan/kekerasan/bullying di sekolah masing-masing yang berlaku untuk guru dan siswa. 
Tata tertib sekolah ini setidak-tidaknya mengatur tentang larangan untuk melakukan tindakan perundungan/kekerasan/bullying, jenis perundungan/kekerasan/bullying dan sanksi, alur pemulihan terhadap korban, alur pelaporan dan penyelesaiannya
Proses pembuatan tata tertib ini pun perlu melibatkan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah, misalnya kepala sekolah, guru dan siswa. Keterlibatan siswa dalam pembuatan tata tertib sekolah yang anti perundungan/kekerasan/bullying mutlak diperlukan karena keterlibatan siswa merupakan bentuk perwujudan hak berpendapat  anak yang dijamin oleh negara untuk dipenuhi sejak meratifikasi Konvensi Hak Anak di tahun 1990. 
Jaminan dan pemenuhan hak anak untuk berpendapat tersebut semakin diperkuat  oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA 2002) yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UUPA 2014). Akan tetapi, masih banyak pihak sekolah yang enggan melibatkan siswa dalam hal pembuatan kebijakan atau keputusan yang terkait dengan tata tertib, termasuk mengenai perilaku perundungan/kekerasan/bullying, karena hal itu dianggap sebagai wilayah kekuasaan pihak sekolah yang tidak dapat diganggu gugat. Pandangan bahwa siswa tidak mampu untuk menyampaikan pendapatnya harus ditepis jauh-jauh oleh pihak sekolah karena kebutuhan untuk mendengarkan pendapat anak dan mendudukan anak sebagai mitra sejajar seharusnya sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah sebagaimana telah diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak dan UUPA 2002 dan UUPA 2014. 
Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa siswa-siswa yang diteliti tenyata banyak yang memberikan persetujuannya untuk dilibatkan ke dalam pembuatan tata-tertib sekolah yang responsif anti perundungan/kekerasan/bullying bersama-sama dengan guru mereka. 





12345678910	SMA N *SMA N**SMA SdSSMA KrYSMA TUmSMA StLSMA PDBSMA KrTSMA InISMA Ns	50636564605661536968	18357957712
Sumber: Rika Saraswati dan V. Hadiyono, 2015
Para siswa ini memiliki alasan-alasan bahwa dengan melibatkan mereka maka siswa dapat mengerti tujuan dibentuknya tata tertib anti perundungan/kekerasan/bullying, sekolah pun tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi perundungan; ada kesepakatan dalam pembuatan sanksi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa siswa memiliki peran penting sebagai subyek hukum yang memiliki hak berpendapat dan karena tata tertib sekolah itu akan diterapkan kepada mereka sebagai siswa yang menjalani peraturan (baik sebagai pelaku, korban atau saksi) dan yang berperan dalam pencegahan perundungan/kekerasan/bullying.
Berdasarkan data tersebut maka seyogyanya guru sudah harus memulai mengubah pola pikir mereka untuk mulai mendengarkan pendapat siswa-siswi dan menghargainya. Dengan dilibatkannya siswa dalam setiap kebijakan yang terkait dengan perilaku perundungan/kekerasan/bullying maka siswa dan guru akan mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab untuk menjalankannya. 

Model Tata Tertib Sekolah: Pemulihan Korban dan Penyelesaian melalui  Pendekatan Restoratif Justice.  
Saat ini, upaya untuk membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya perundungan/bullying sudah dilakukan oleh peneliti dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata melalui sebuah penelitian tentang tata tertib sekolah. Penelitian ini telah menghasilkan sebuah model tentang tata tertib sekolah yang responsive antirisak/perundungan/kekerasan/bullying dan upaya penyelesaiannya. Model Tata tertib ini dibuat melalui kegiatan fokus grup diskusi  dan workshop oleh siswa dan guru SMA yang menjadi mitra penelitian di Kota Semarang. 
Model tata tertib sekolah telah dibuat dengan memasukkan unsur-unsur seperti: rumusan aturan yang melarang melakukan tindakan bullying, pengertian bullying, jenis-jenis bullying dan penggolongan sanksi, jenis sanksi, alur pemulihan korban, dan alur penanganan penyelesaian tindak perundungan/kekerasan/bullying. 
Meskipun belum disepakati akan menggunakan kata perundungan atau kekerasan atau bullying, dalam model tata tertib istilah bullying masih dipakai karena mengacu pada definisi bullying yang diberikan oleh Ken Rigby (2002) yang meliputi  tindakan dan pengulangan tindakan dari seseorang atau kelompok yang memiliki keinginan  untuk menyakiti seseorang yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan yang dapat mengakibatkan pihak yang lemah terancam jiwanya,terhambat perkembangan jiwa dan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan diri. 
Jenis atau bentuk perundungan/kekerasan/bullying tersebut verbal, phisik, seksual, sosial/relasional dan media sosial. Penerapan sanksi dan penyelesaian tindak perundungan/kekerasan/bullying menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang menjadi asas dan prinsip sistem peradilan pidana anak yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Melalui pendekatan keadilan restoratif ini maka anak pelaku tindak perundungan/kekerasan/bullying akan mendapatkan pembinaan dari sekolah dan lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Penyelesaian kasus tindak perundungan/kekerasan/bullying juga menggunakan sistem kekeluargaan untuk tercapainya rekonsiliasi agar tidak ada dendam lagi di antara pelaku dan korban, dan juga di antara orangtua korban dan pelaku. Pendekatan keadilan restoratif yang digunakan adalah untuk mencegah penyelesaian tindak perundungan dibawa ke luar ranah sekolah atau diselesaikan melalui jalur hukum. Apabila terjadi pelaporan ke polisi, maka penyelesaian dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan tetap diutamakan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif bagi pelaku anak. Akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk pelaku orang dewasa. 

Bagan 1. Alur Penyelesaian Perundungan/Kekerasan/Bullying Melibatkan Polisi
             Alur berikut ini merupakan kelanjutan proses atas laporan yang dibuat oleh pihak kepala sekolah kepada pihak kepolisian dalam hal kasus perundungan/kekerasan/bullying tidak bisa diselesaikan secara internal oleh pihak sekolah. 

	Sumber: Rika Saraswati dan V.Hadiyono, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), Waka (Wakil kepala sekolah), KS (Kepala 
Sekolah), Pol (Polisi), K (Korban), P (Pelaku), OK  (Orangtua Korban), OP (Orangtua Pelaku), M (Masyarakat).
	
Di dalam proses penyelesaian ini, polisi tetap akan menggunakan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan prinsip keadilan restoratif terhadap masalah-masalah hukum yang melibatkan anak. Untuk menjaga obyektivitas, maka keterlibatan unsur masyarakat pada tahap merupakan kewajiban. Unsur masyarakat ini dapat berupa tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat pemerhati masalah anak, komite orangtua murid, tokoh-tokoh agama dan sebagainya.
Jadi melalui alur pemulihan dan alur penanganan pelanggaran diharapkan korban akan mendapatlan pemulihan hak-haknya, misalnya hak untuk pengobatan (jika mengalami bullying fisik dan seksual), hak untuk mendapatkan konseling (jika mengalami bullying verbal, seksual, sosial/relasional, cyber bullying) termasuk hak-haknya untuk dapat mengikuti kegiatan di sekolah dengan aman dan nyaman. Untuk pelaku maka dia akan mendapatkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan agar tidak melakukan bullying lagi kepada korban atau kepada siswa yang lain.
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